Menimbang

Mengingat

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

GUBERNUR BALI,

bahwa warisan budaya Bali merupakan hasil proses
peradaban masyarakat Bali yang dijiwai oleh ajaran
Agama Hindu, perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka
pengembangan peradaban yang terarah, beridentitas,
dan berkelanjutan;

bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan,
dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para
Pemangku  kepentingan dalam  penyelenggaraan
pelestarian Warisan Budaya Bali perlu diadakan
pengaturan tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pelestarian Warisan Budaya
Bali;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan
GUBERNUR BALI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN WARISAN
BUDAYA BALI.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

4.

Gubernur adalah Gubernur Bali.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Warisan budaya Bali yang selanjutnya disebut warisan
budaya adalah warisan budaya yang merupakan hasil
proses peradaban masyarakat Bali bersifat kebendaan
dengan berbagai keyakinan dan nilai-nilai wuniversal
terutama dijiwai Agama Hindu.

Pelestarian warisan budaya Bali yang selanjutnya disebut
Pelestarian adalah kegiatan perlindungan, pemeliharaan,
pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Bali.
Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi
warisan budaya dari kerusakan, kehancuran, atau
kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan,
zonasi, pemeliharaan dan pemugaran.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar
kondisi fisik warisan budaya tetap lestari.

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai warisan
budaya serta pemanfaatannya melalui perencanaan dan
pemrograman serta tidak bertentangan dengan tujuan
pelestarian.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan warisan budaya
untuk  kepentingan  sebesar-besarnya  kesejahteraan
masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
Penguasaan adalah status warisan budaya berdasarkan
hukum, hak-hak sejarah dan sosiokultural pada orang,
kelompok, kesatuan masyarakat hukum adat, badan
usaha, badan pemerintah dan pihak lain yang ditentukan
berdasarkan hukum.

Pemegang Hak Penguasaan adalah orang, kelompok orang,
kesatuan masyarakat hukum adat, badan usaha, badan
pemerintah dan pihak lain yang ditentukan berdasarkan
hukum, yang memegang hak penguasaan atas suatu
warisan budaya tertentu.

Merusak adalah suatu tindakan yang mengakibatkan
suatu warisan budaya mengalami kemerosotan nilai,
secara kualitas maupun kuantitas, baik dari segi letak,
bentuk, susunan unsur maupun fungsi.

Masyarakat adalah orang perorangan dan kesatuan sosial
yang menguasai atau mempunyai hubungan fungsional
dengan warisan budaya.

Tim Ahli Pelestarian Warisan Budaya Bali yang selanjutnya
disebut Tim Ahli adalah tim ahli pelestarian warisan
budaya Bali yang dibentuk oleh Gubernur.

Potensi dampak adalah kandungan dampak yang
terkandung dalam suatu rencana kegiatan, yang jika
dilaksanakan dapat menimbulkan dampak sedemikian
rupa sehingga mengubah tampilan fisik, nilai dan fungsi
suatu warisan budaya.

BAB II
OBJEK PELESTARIAN

Pasal 2

Objek pelestarian mencakup:

a.
b.

o0

warisan budaya dibawah penguasaan Gubernur;

warisan  budaya  dibawah  penguasaan = kesatuan
masyarakat hukum adat dan lembaga adat;

warisan budaya dibawah penguasaan badan usaha;
warisan budaya dibawah penguasaan orang perseorangan;
warisan budaya dibawah penguasaan kelompok; dan
warisan budaya terlantar.



BAB III
RUANG LINGKUP PELESTARIAN

Pasal 3

Pelestarian mencakup :

a. perlindungan;

b. pemeliharaan;

c. pengembangan; dan

d. pemanfaatan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELESTARIAN
Bagian Kesatu
Kewenangan Pengaturan
Pasal 4

(1) Gubernur mengatur penyelenggaraan pelestarian.

(2) Gubernur dalam mengatur penyelenggaraan pelestarian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan
kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah, hak-hak
hukum, hak-hak sejarah dan hak-hak kultural
masyarakat.

(3) Gubernur dalam mengatur penyelenggaraan pelestarian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
meminta pertimbangan Tim Ahli.

Pasal 5

(1) Desa Pakraman menyelenggarakan pengaturan pelestarian
warisan budaya yang berada di bawah penguasaannya.

(2) Desa Pakraman dalam menyelenggarakan pengaturan
pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kedua
Pemilikan dan Penguasaan
Pasal 6

(1) Pemegang hak penguasaan dapat memiliki dan/atau
menguasai warisan budaya tertentu menurut hak-hak
hukum, hak-hak sejarah dan hak-hak kultural.

(2) Pemegang hak penguasaan dapat mendaftarkan warisan
budaya yang berada di dalam penguasaannya kepada
Dinas.

(3) Pendaftaran hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan:

a. identifikasi karakteristik warisan budayanya, baik dari
segi sifat, bentuk, bahan, dan fungsinya; dan

b. identifikasi proses penguasaannya.



(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pemegang hak penguasaan dilarang menguasai warisan
budaya milik umum atau warisan budaya yang menurut
hukum dilarang untuk diletakkan dibawah hak
penguasaan perseorangan.

Pemegang hak penguasaan yang menguasai warisan
budaya secara tanpa hak dan/atau warisan budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyerahkan
warisan budaya dimaksud kepada Gubernur.

Gubernur mengambil alih warisan budaya yang
penguasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilalihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam
Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tim Ahli

Pasal 7

Gubernur membentuk Tim Ahli.
Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam
mengatur penyelenggaraan pelestarian;
b. memberikan pertimbangan teknis kepada masyarakat
dalam menyelenggarakan pelestarian;dan
c. melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam
menyelenggarakan pelestarian.
Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
keanggotaannya mencakup:
a. majelis desa pakraman;
b. akademisi;
c. budayawan;dan
d. praktisi budaya.
Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PERLINDUNGAN

Pasal 8

Pemegang hak penguasaan harus memberikan
perlindungan yang layak terhadap warisan budaya yang
berada didalam penguasaannya.

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup:

a. penyimpanan yang dapat menghindarkan warisan
budaya dari kerusakan akibat cuaca, pencemaran zat
kimia dan gangguan binatang;

b. penyimpanan dan penjagaan yang dapat
menghindarkan warisan budaya dari perbuatan
kejahatan.



Pasal 9

(1) Gubernur memberikan perlindungan terhadap warisan
budaya yang berada didalam maupun diluar penguasaan
dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah dan
kultural orang perseorangan dan masyarakat.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup:

a. inventarisasi warisan budaya;
b. pemetaan langsung maupun tidak langsung;

Cc. perencanaan perlindungan, pengembangan,
pemanfaatan, evaluasi keadaan warisan budaya dan
pengawasan;

d. penetapan standar keamanan warisan budaya;
e. pengenalan standar dan pelatihan pengamanan
warisan budaya;dan
f. bantuan keamanan dan pengamanan warisan budaya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan
perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1) Setiap orang dilarang melakukan penggalian atau bentuk
eksplorasi lainnya terhadap warisan budaya tanpa
mendapatkan izin dari Dinas.

(2) Setiap orang wajib melaporkan kepada Gubernur lokasi
yang diduga mengandung warisan budaya.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang menguasai warisan budaya akibat
penemuan yang tidak disengaja wajib melaporkan
dan/atau menyerahkan warisan budaya dimaksud kepada
Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan dan/atau
penyerahan warisan budaya akibat penemuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pemegang hak penguasaan harus memelihara warisan budaya
yang berada dibawah penguasaannya.



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeliharaan

Pasal 13

Gubernur menetapkan persyaratan dan tata cara
pemeliharaan warisan budaya yang berada dibawah
penguasaan dan diluar penguasaan.

Dalam mengatur persyaratan dan tata cara pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur
memperhatikan hak-hak hukum, hak-hak sejarah dan
hak-hak kultural masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Gubernur melakukan pemeliharaan terhadap warisan
budaya yang berada dibawah penguasaannya.

Dalam melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Gubernur dapat bekerja sama dengan pihak
ketiga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Persetujuan

Pasal 15

Pengembangan warisan budaya dilakukan dengan
memperhatikan keaslian, keterawatan, kemanfaatan,
keamanan dan lain-lain yang melekat pada warisan budaya
dimaksud.

Pengembangan yang dapat mengubah  keaslian,
keterawatan, kemanfaatan, keamanan dan fungsi yang
melekat pada warisan budaya dimaksud, wajib mendapat
persetujuan Gubernur.

Pengembangan warisan budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk memacu
pengembangan ekonomi yang hasilnya dipergunakan
untuk pemeliharaan warisan budaya dan peningkatan
kesejahteraan rakyat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Gubernur.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 16

Kegiatan pengembangan warisan budaya yang
mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan atau
kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului penelitian
dengan persetujuan Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Pemegang hak penguasaan dapat memanfaatkan warisan
budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu
pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemanfaatan

Pasal 18

Gubernur menetapkan persyaratan dan tata cara
pemanfaatan warisan budaya yang berada dibawah
penguasaan dan diluar penguasaan.

Dalam menetapkan persyaratan dan tata cara pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur
memperhatikan hak-hak hukum, hak-hak sejarah dan
hak-hak kultural masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Gubernur dapat memberikan izin pemanfaatan warisan
budaya yang berada dibawah penguasaannya kepada
Pihak ketiga.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan pertimbangan Dinas dan/atau lembaga
pelestarian warisan budaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Gubernur.



(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 20

Gubernur dapat bekerjasama dengan Pemegang hak
penguasaan dan pihak ketiga dalam pemanfaatan warisan
budaya dibawah penguasaannya.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 21

Gubernur menetapkan warisan budaya yang dapat dan
tidak dapat dikomersialkan.

Pengkomersialan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup :

a. mempertunjukkan;

b. menggadaikan;

c. menyewakan; dan

d. memperjualbelikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Setiap orang dilarang menggunakan dan/atau
menempatkan simbol-simbol budaya yang mengandung
nilai sakral dan/atau keagamaan pada tempat-tempat yang
tidak berfungsi untuk tujuan keagamaan.

Gubernur menetapkan tata cara penggunaan dan/atau
penempatan simbol budaya yang mengandung nilai
dan/atau keagamaan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan
dan/atau menempatkan simbol-simbol budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Yang Mengandung Potensi Dampak

Pasal 23

Pemegang hak penguasaan harus mencegah dampak dari
setiap pemanfaatan yang mengandung potensi dampak
terhadap warisan budaya.

Setiap kegiatan pemanfaatan terhadap warisan budaya
sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapat izin
Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Gubernur.



Bagian Kelima
Dana Budaya

Pasal 24

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan yang
mengandung potensi dampak terhadap warisan budaya
wajib menyediakan dana budaya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara
pemanfaatan dana budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

(1) Gubernur menyediakan anggaran untuk pelestarian
warisan budaya.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber
pada :
a. APBD;
b. sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau

lembaga lain yang sah; dan

c. hasil pemanfaatan warisan budaya.

(3) Sumbangan dan bantuan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat tidak mengikat.

BAB X
GANTI RUGI DAN BIAYA PEMULIHAN

Pasal 26

(1) Setiap orang yang merusak warisan budaya yang berada
dalam penguasaan, wajib membayar ganti rugi kepada
pihak yang menguasai warisan budaya tersebut dan/atau
melakukan tindakan pemulihan atas kerusakan tersebut.

(2) Setiap orang yang merusak warisan budaya yang berada di
luar penguasaan, wajib membayar ganti rugi kepada
Pemerintah Provinsi dan/atau melakukan pemulihan
terhadap kerusakan tersebut.

(3) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Gubernur dengan rekomendasi Tim Ahli.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27
(1) Masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam

perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengevaluasian,
pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

Masyarakat dalam mewujudkan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk lembaga
pelestarian.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

Setiap sengketa yang timbul dari akibat penafsiran,
penerapan hak dan/atau kewajiban serta kewenangan
masing-masing pihak dalam pengelolaan warisan budaya
diselesaikan melalui prosedur non pengadilan.

Prosedur non pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup :

a. prosedur konsultasi;

b. negosiasi;

c. mediasi; dan

d. konsiliasi.

Dalam hal sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat diselesaikan melalui prosedur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diselesaikan melalui jalur
pengadilan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1)
dan Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa :

peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;

penutupan lokasi;

pencabutan izin;

pembatalan izin; dan/atau

. denda administrasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal (3)
diatur dalam Peraturan Gubernur.

™ R0 TP

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 30

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai
negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang pelestarian yang diberi wewenang khusus
melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap
tindak pidana pelestarian.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang pelestarian;

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
pelestarian;

c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau
badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang
pelestarian;

d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau
badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di
bidang pelestarian;

e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di
tempat terjadinya tindak pidana di bidang pelestarian;

f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti
tindak pidana di bidang pelestarian;

g. meminta keterangan atau bahan bukti dari
perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan
tindak pidana di bidang pelestarian;

h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan;

i. membuat dan menandatangani berita acara; dan

j- menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup

bukti tentang adanya tindak pidana di bidang
pelestarian.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4)
dan ayat (5), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 22
ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelanggaran.

Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan
perundang-undangan lainnya.



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juli 2014

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (4/2014)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BALI

I. UMUM

Warisan Budaya Bali mencakup keseluruhan warisan budaya: bersifat
kebendaan maupun tak benda, buatan manusia maupun alamiah, yang
diwariskan oleh generasi masyarakat Bali pendahulu kepada generasi
masyarakat Bali penerus. Masyarakat Bali adalah masyarakat Bali yang
beragama Hindu yang terakulturasi dalam satu kesatuan sistem sosial
yaitu kesatuan masyarakat hukum adat dengan kebudayaan yang sama
yang bersumber pada Agama Hindu Bali. Warisan budaya Bali
merupakan identitas masyarakat Bali yang berfungsi sebagai penanda
identitas dan keberadaan masyarakat Bali dalam tata kehidupan bangsa
dan masyarakat internasional.

Masyarakat Bali merupakan pencipta, pemilik, pemelihara dan pengelola
kebudayaan Bali. Alam Bali merupakan ruang tempat dan wadah
masyarakat dan kebudayaan Bali. Alam, masyarakat, dan kebudayaan
Bali merupakan satu kesatuan dalam sifat integral dalam hubungan
penciri dan fungsi yang bersifat timbal balik dan saling menentukan.
Bertolak dari karakteristik itu, maka paradigma pembangunan
kebudayaan Bali mencakup: pemeliharaan dan pengembangan
kebudayaannya; penguatan masyarakat pencipta, pemilik dan
pendukungnya; dan pemeliharaan alam lingkungan wadah kebudayaan
dan masyarakat pendukungya.

Warisan Budaya Bali, sebagai unsur kebudayaan, mengemban berbagai
fungsi instrumental dalam tata kehidupan masyarakat Bali, mencakup:
fungsi ontologi, psikologi, politik dan ekonomi. Fungsi ontologi adalah
fungsi penanda identitas bagi masyarakat Bali, baik pada tatanan
komunitas nasional maupun internasional. Fungsi instrumental
psikologis adalah fungsi identifikasi diri suatu komunitas yang
menentukan kondisi mentalitas suatu komunitas budaya. Fungsi
instrumental politik adalah fungsi identifikasi diri suatu komunitas
untuk memilih hidup terikat dalam satu kesatuan komunitas
berdasarkan kesamaan kepentingan yaitu kepentingan bersama anggota-
anggota komunitas itu yang dikenali dari ekspresi kultural komunitas itu.
Fungsi instrumental ekonomi adalah fungsi kebudayaan sebagai sumber
daya ekonomi. Dalam fungsi instrumental yang terakhir, kebudayaan Bali
merupakan satu-satunya contoh dalam tata kehidupan masyarakat
nasional dan internasional, dalam mana kebudayaan Bali mengemban
fungsi nyata sebagai sumber daya ekonomi. Masyarakat Bali adalah satu-
satunya komunitas yang menggerakkan kehidupan ekonominya dengan
kebudayaan sebagai energi ekonomi. Keberlanjutan fungsi-fungsi
ini perlu dipelihara dan ditingkatkan, baik dalam konteks keberlanjutan



peran dan fungsi kebudayaan maupun dalam konteks keberlanjutan
ekonomi pariwisata Bali.

Dengan berpijak pada paradigma kebudayaan sebagai satu kesatuan
integral dengan masyarakat pendukung dan alam sebagai wadah
kebudayaan, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya
pelestarian, baik dalam bentuk legislasi maupun regulasi. Pemerintah
Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 86 Tahun 1986 tentang
Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali, kemudian
diperbaharui dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3
Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, kemudian diperbaharui lagi dengan
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa
Pakraman; Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan
Desa (selanjutnya : Perda LPD). Perda ini sebelumnya telah diubah
dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak; dan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Bangunan Gedung.
Untuk melengkapi produk legislasi itu, Pemerintah Provinsi Bali
memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah Tentang
Pelestarian Warisan Budaya Bali sebagai peraturan yang mendesak
untuk diterbitkan dalam rangka pengembangan fungsi-fungsi
kebudayaan secara lebih baik.

Dasar kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatur pelestarian
warisan budaya adalah Pasal 18 UUD RI 1945; Pasal 13 ayat (1),
Pasal 22, Pasal 136, dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dipertegas lagi dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) huruf w,
Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas
Angka 2

Cukup jelas
Angka 3

Cukup jelas
Angka 4

Cukup jelas
Angka 5

Cukup jelas
Angka 6

Cukup jelas
Angka 7

Cukup jelas



Angka 8

Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hak hukum adalah hak yang timbul
dari akibat pengaturan suatu peraturan perundang-
undangan dan yang lahir dari perjanjian.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pihak ketiga yang dimaksud antara lain: badan-badan
terkait, LSM, atau lembaga independen tertentu yang
bergerak di bidang pelestarian warisan budaya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas



Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud izin pemanfaatan meliputi:
a. izin pertunjukan kesenian untuk pariwisata;
b. izin lokasi shooting film/rekaman video di daerah
Bali;dan
c. izin edar film di daerah Bali.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Dana budaya adalah dana yang disediakan oleh pemilik
kegiatan di dalam rekeningnya sendiri yang dicadangkan
untuk meemnuhi kewajiban hukum, misalnya pemenuhan
ganti kerugian, yang timbul dari akibat kegiatannya. Dana
budaya merupakan pengejawantahan dari prinsip “polluter
pays principle” yaitu prinsip yang mewajibkan pencemar
menyediakan dana pencemaran pada rekeningnya sendiri
yang kelak jika timbul pencemaran akibat kegiatannya,
dana itulah yang digunkan untuk membiayai pembayaran
ganti kerugian yang timbul akibat pencemaran itu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
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